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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka 

Penulis dapat memberikan kesimpulan Sebagai berikut: 

1. Penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum 

dalam perkara peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor: 

890/Pid.Sus/2023/PN Sby terkait dengan unsur memiliki atau menguasai 

yang terdapat pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat. Hal ini dikarenakan 

unsur yang terpenuhi dalam perkara ini adalah menyimpan atau 

menyediakan, bukan memiliki atau menguasai sebagai unsur yang terbukti 

secara sah dan meyakinkan menurut hakim. 

2. Pembuktian pada proses perkara peredaran gelap narkotika dalam Putusan 

Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby tidak sesuai dengan ketentuan 

pembuktian dalam Hukum Acara Pidana karena terdapat dua kekeliruan 

hakim dalam memutus. Pertama, dihadirkannya saksi penyidik atau saksi 

verbalisan di persidangan tidak beralasan karena pada fakta-fakta yang 

terdapat dalam persidangan tidak adanya perbedaan keterangan Terdakwa 

dengan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Kedua, Yuli yang 

disebutkan dalam keterangan saksi-saksi penyidik dan keterangan 

Terdakwa tidak dipanggil ke dalam persidangan. Padahal, keterangan Yuli 

patut diduga lebih relevan. Hal ini didasari oleh peran Yuli dalam 
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memberitahukan kepada kedua saksi penyidik pada saat penggeledahan 

bahwa narkotika jenis ganja tersebut telah disimpan Terdakwa di rumah 

Terdakwa yang satunya.  

B. Saran 

Berdasarkan penulisan atas permasalahan dan pembahasan serta 

kesimpulan yang telah dipaparkan pada skripsi ini, maka Penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Penuntut Umum: 

Penuntut umum harus cermat dan teliti dalam memeriksa berkas perkara 

yang dilimpahkan oleh penyidik. Tidak dipanggilnya Yuli sebagai saksi 

patut diduga merupakan akibat kelalaian penuntut umum dalam 

mencermati berkas perkara serta dalam menentukan saksi yang akan 

diperiksa. 

3. Kepada Hakim: 

Hakim dalam menganalisis suatu perkara harus objektif dalam menilai 

segala fakta yang terdapat dipersidangan, jika dilihat adanya saksi yang 

perlu untuk dihadirkan dalam persidangan maka hakim harus meminta 

penuntut umum agar saksi tersebut dapat dihadirkan dalam ruang 

persidangan.  
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